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ABSTRACT 

 

Student brawls are a serious issue for the community in Tegal Regency. One of the strategies to 

address the issue of brawls is through the intervention of law enforcement agencies, specifically the 

Tegal Police Department. However, the services provided by the Tegal Police in handling student 

brawls still face several issues, including the high number of brawl cases in Tegal Regency. In this 

regard, some facts on the ground are still at odds with Article 2 of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian 

National Police, which states that the police function as part of the state's governance in maintaining 

public security and order, enforcing the law, providing protection, guidance, and services to the 

public. This study analyzes the quality of service provided by the Tegal Police Department, 

particularly in handling student brawls, using conclusions from service quality theories by Zeithaml, 

Pasaruman, Berry, Moenir, and Pasolong with a descriptive qualitative approach. Data collection 

techniques include observation, documentation, and interviews. The results show that the service 

quality of the Tegal Police Department is still not optimal in the dimensions of tangibility, reliability, 

and the factors of ability and skill. This situation is influenced by several factors, such as inadequate 

facilities, the quality and quantity of human resources, and limited accessibility. The researcher 

provides recommendations to address the issues analyzed, including improving the underperforming 

dimensions. Actions that can be taken include gradually replacing old operational vehicles, enhancing 

personnel skills with realistic simulations, and improving infrastructure in remote areas to facilitate 

access. 
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PENDAHULUAN 

Tawuran merupakan salah satu bentuk 

kenakalan remaja, yaitu perkelahian massal yang 

terjadi antara kelompok remaja yang sering 

dipicu oleh perselisihan antar sekolah, daerah, 

atau kelompok tertentu. Tawuran biasanya 

melibatkan kekerasan fisik dan penggunaan 

senjata tajam, yang berpotensi menyebabkan 

cedera serius atau bahkan kematian. 

menimbulkan keprihatinan serius di kalangan 

masyarakat dan pihak berwenang. Hal ini 

menimbulkan permasalah dan permasalahan ini 

tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga 

memilki dampak yang meluas pada 

perkembangan sosial dan moral generasi muda. 

Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO), remaja didefinisikan sebagai kelompok 

usia 10-19 tahun. Dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 

2014, remaja didefinisikan sebagai individu yang 

berusia antara 10 hingga 18 tahun. Namun, 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) mendefinisikan rentang usia 

remaja sebagai 10 hingga 24 tahun dan belum 

menikah (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Surat Keputusan Bersama tanggal 22 Desember 

2009 tentang Penanganan Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum juga menyatakan 

bahwa seorang anak adalah seseorang yang 

belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan (Pasal 1 huruf a). 

Karena adanya perbedaan rentang usia yang 

disampaikan oleh WHO, Kementerian Kesehatan 

RI, dan BKKBN, untuk penelitian ini, peneliti 

akan mengadopsi pernyataan yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Kesehatan RI, yang 

mendefinisikan rentang usia remaja sebagai 10 

hingga 18 tahun. Kenakalan remaja adalah 

fenomena sosial patologis pada remaja yang 

disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial 

(Kartono, 2017:6). 

Kabupaten Tegal menjadi salah satu 

wilayah tawuran pelajar di Jawa Tengah. Tawuran 

di Kabupaten Tegal pada khususnya sudah kian 

mengkhawatirkan karena sampai menimbulkan 

kerugian baik kerugian materiil hingga adanya 

korban jiwa akibat tawuran antar pelajar tersebut. 

Adapun jumlah kasus tawuran yang terjadi di 

Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel 

dibawah: 

No. Tahun Jumlah Pelaku 

Tawuran 

1. 2021 7 

2. 2022 30 

3. 2023 35 

 

Melihat tabel diatas, terlihat adanya 

peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus 

Pelaku tawuran yang ditangani oleh Kepolisian 

Resor Tegal, Pada tahun 2021 data menunjukan 



jumlah angka pelaku tawuran tujuh tersangka, 

kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 

2022 angka pelaku tawuran meningkat tinggi 

dibanding tahun sebelumnya yaitu 30 tersangka, 

lalu pada tahun 2023 angka kasus tawuran naik 

menjadi 35 tersangka tawuran. Angka jumlah 

tawuran pada 3 tahun terakhir menunjukan trend 

kenaikan jumlah yang tinggi, tercatat pada tahun 

2022 yaitu 30 kenaikan yang sangat besar 

sedangkan pada tahun sebelumnya adalah tujuh 

tersangka. Kejadian ini sangat mengkhawatirkan, 

mengingat remaja seharusnya bertindak sesuai 

dengan tingkat kedewasaan mereka. Kepala Unit 

Perlindungan Anak Kepolisian Resor Tegal 

menekankan bahwa data yang tercatat hanya 

mencakup kasus yang dilaporkan kepada polisi. 

Masih ada banyak kasus lain yang tidak 

dilaporkan dan diselesaikan secara internal 

dalam lingkungan keluarga. Fakta ini 

menunjukkan bahwa angka yang tercatat hanya 

merupakan sebagian kecil dari masalah yang 

sebenarnya, dan situasi yang lebih 

mengkhawatirkan mungkin ada di luar angka-

angka tersebut. 

Peran kepolisian dalam menangani 

tawuran pelajar merupakan aspek krusial dalam 

menjaga stabilitas dan keamanan di tengah-

tengah masyarakat. Kehadiran lembaga 

kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan 

hukum, tetapi juga melibatkan upaya 

pencegahan, intervensi, dan pembentukan 

kolaborasi yang efektif dengan berbagai pihak 

terkait. Lembaga kepolisian merupakan bagian 

dari sistem pemerintahan negara, yang 

menjalankan fungsi pemerintahan dalam menjaga 

ketertiban dan penegakan hukum yang 

sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 2 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa 

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara dibidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, serta 

pelayanan kepada masyarakat”. Dalam 

mengembangkan konsep ini, perlu diperinci 

bagaimana kepolisian dapat memberikan dampak 

positif dalam menangani masalah tawuran pelajar. 

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh 

Kepolisian Resor Tegal dalam menangani 

tawuran pelajar mencakup berbagai langkah 

strategis yang bersifat preventif dan edukatif. 

Salah satu langkah utama adalah sosialisasi dan 

edukasi kepada para pelajar. Polres Tegal secara 

rutin melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah 

untuk memberikan penyuluhan mengenai bahaya 

tawuran dan konsekuensi hukum yang akan 

dihadapi oleh pelaku. Dalam kegiatan ini, polisi 

tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga 

mengajak pelajar berdialog dan berdiskusi, 

sehingga mereka memahami dampak negatif dari 

tindakan tersebut dan terdorong untuk 

menghindarinya. 

 



Kualitas pelayanan publik bertujuan 

meningkatkan kepuasan dan kebutuhan 

mayarakat, diatur dalam Undang-Undang No.25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan 

masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan 

internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan 

pelayanan konsultasi). Lembaga Pemerintah 

dibidang keamanan bagi masyarakat salah 

satunya Kepolisian. Diatur dalam Pasal 2 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang 

fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. dalam penelitian 

ini lembaga Kepolisian yang diteliti yaitu Polres 

Tegal. Pada kasus tawuran pelajar di Kabupaten 

Tegal, Polres Tegal menjadi salah satu garda 

terdepan untuk menangani tawuran pelajar dan 

bisa meredam angka tawuran pelajar sehingga 

masyarakat merasa aman dan nyaman akan 

kehadiran Polres Tegal. Namun  pada 

kenyataannya data ditunjukan pada Tawuran 

Pelajar di Kabupaten Tegal naik setiap tahun. 

Dengan demikian dapat ditarik judul penelitian 

yaitu “Kualitas Pelayanan Kepolisian Resor 

Tegal dalam Penanganan Tawuran Pelajar di 

Kabupaten Tegal” 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan 

kualitas pelayanan Kepolsian Resor Tegal dalam 

Penanganan Tawuran Pelajar di Kabupaten Tegal 

dan mengidentifikasi faktor pendukung serta 

penghambatnya. Subjek penelitian ditentukan 

melalui purposive sampling, yang mencakup 7 

orang meliputi Kepala Satreskrim Polres Tegal, 

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres 

Tegal, Kepala Bagian Logistik Polres Tegal, 

Kepala Sie Keuangan Polres Tegal, Kepala 

SATKAMLING Desa Dukuhwringin, Orang Tua 

dari Pelaku Tawuran Pelajar, Masyarakat 

Kabupaten Tegal. Data dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis 

data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi, 

penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk 

memastikan kualitas data, teknik triangulasi 

sumber digunakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kualitas pelayanan Resor Tegal 

dalam Penanganan Tawuran Pelajar di Kabupaten 

Tegal dan mengidentifikasi faktor pendukung 

serta penghambatnya. 

Analisis Kualitas Pelayanan Resor Tegal 

dalam Penanganan Tawuran Pelajar di 

Kabupaten Tegal  

Kualitas pelayanan Kepolisian Resor 

Tegal disesuaikan dengan ketentuan Pasal 13 



Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Kapolri). Penelitian ini menggunakan indikator 

teori yang dikemuakan oleh Zeithhaml, 

Parasurman, Berry dalam (Pasolong, 2007) 

(Tangibles, Reliability, Responsiveness,  

Assurance, Emphaty).. 

1. Tangibles 

Analisis mengenai kondisi fisik Lingkungan 

Kepolisian Resor, dimensi yang diukur dari 

kelengkapan dan kelayakan sarana. fasilitas 

penunjang patroli di Polres Tegal, terutama 

kendaraan operasional seperti truk, mobil, 

dan motor, masih memadai untuk 

mendukung tugas patroli. Namun, terdapat 

kendala terkait umur kendaraan yang sudah 

cukup lama, yakni sebagian besar telah 

digunakan selama 15 tahun sejak 

diserahterimakan pada tahun 2009. Kendala 

pada sarana dan prasarana ini menunjukkan 

pentingnya perhatian pada kelengkapan dan 

kualitas fasilitas, bukan hanya kuantitasnya. 

Perbaikan dan pengelolaan yang lebih efektif 

terhadap fasilitas patroli diperlukan agar 

pelayanan publik di Polres Tegal dapat 

berjalan dengan optimal, terutama dalam 

menangani insiden yang membutuhkan 

respons cepat. Meskipun peraturan yang 

mengatur secara langsung tentang batas usia 

kendaraan dinas Polri, termasuk Polres, tidak 

secara spesifik menyebutkan usia kendaraan 

yang harus diganti, Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Perkap) No. 5 Tahun 2018 tentang 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Polri 

memberikan panduan bahwa sarana dan 

prasarana Polri harus selalu dalam kondisi 

baik dan mendukung operasional kepolisian. 

2. Reliability  

Kualitas pelayanan Kepolisian Resor Tegal 

melalui dimensi kehandalan (Reliability) yang 

mencakup ketepatan waktu dalam respons 

terhadap laporan tawuran dan konsistensi 

penegakan hukum terhadap pelaku tawuran, 

ditemukan bahwa Polres Tegal umumnya 

responsif dalam menangani laporan tawuran 

dari masyarakat. Masyarakat Kabupaten Tegal 

dan petugas SATKAMLING menyatakan 

bahwa polisi cepat tanggap terhadap laporan, 

terutama dalam kasus tawuran. Selain itu, 

Polres Tegal menunjukkan konsistensi dalam 

penegakan hukum terhadap pelaku tawuran 

dengan bertindak tegas dan tanpa pandang 

bulu. Semua pelaku yang terlibat, baik 

langsung maupun sebagai provokator, 

diproses sesuai hukum yang berlaku. 

Masyarakat dan keluarga pelaku juga 

mengakui adanya keadilan dan transparansi 

dalam proses hukum, serta komunikasi yang 

baik antara polisi dan masyarakat. Selain 

penindakan, Polres juga berfokus pada upaya 

pencegahan dengan melakukan pembinaan 

terhadap pelaku dan pemantauan khusus guna 

mencegah keterlibatan mereka di masa depan. 



Secara keseluruhan, Polres Tegal 

menunjukkan kehandalan dalam menangani 

laporan tawuran dan konsistensi dalam 

penegakan hukum, yang memberikan rasa 

keadilan dan kepercayaan kepada 

masyarakat. 

3. Responsiveness  

Kualitas pelayanan Polres Tegal dalam 

dimensi Responsiveness (Ketanggapan) 

menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam 

memberikan bantuan saat terjadi tawuran dan 

menyelesaikan kasus tawuran. Polres Tegal 

umumnya siap dalam memberikan bantuan 

ketika tawuran terjadi. Masyarakat 

Kabupaten Tegal dan Kepala 

SATKAMLING Desa Dukuhwringin 

mengakui kecepatan dan kesiapan polisi, 

yang dilengkapi dengan peralatan yang 

memadai. Meskipun demikian, terdapat 

beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah 

personel, peralatan, dan tantangan dalam 

koordinasi yang kadang mempengaruhi 

kecepatan respons. Polres Tegal berupaya 

mengatasi kendala tersebut dengan 

melakukan pelatihan rutin dan pemeliharaan 

peralatan. Meskipun terdapat beberapa 

tantangan yang harus diatasi, seperti 

keterbatasan sumber daya dan koordinasi, 

Polres Tegal mampu memberikan pelayanan 

yang cepat dan efektif, yang pada akhirnya 

menciptakan rasa aman dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

kepolisian. 

4. Assurance  

Masyarakat Kabupaten Tegal merasa yakin 

dan aman dengan kehadiran polisi, terutama 

dalam menjaga ketertiban di lingkungan 

sekolah. Kehadiran polisi melalui patroli rutin 

dinilai efektif dalam mencegah tawuran dan 

menciptakan rasa aman bagi siswa, orang tua, 

dan pihak sekolah. Meski demikian, masih 

terdapat tantangan dalam hal keterbatasan 

jumlah personel yang dapat melakukan patroli 

di semua sekolah secara terus-menerus. 

Namun, polisi berupaya mengatasi masalah 

ini dengan menempatkan personel di titik-titik 

rawan dan berkoordinasi dengan pihak 

sekolah serta masyarakat untuk memastikan 

keamanan tetap terjaga. Selain itu, 

kemampuan polisi dalam menangani tawuran 

secara umum dinilai baik oleh masyarakat. 

Mereka mengakui keterampilan dan 

pengetahuan polisi dalam meredakan situasi 

konflik dengan cepat dan efektif, yang 

berkontribusi terhadap peningkatan rasa aman 

dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

kepolisian. Meskipun ada beberapa tantangan 

yang dihadapi, upaya Polres Tegal dalam 

memberikan rasa aman melalui patroli, 

penegakan hukum, dan kerja sama dengan 

pihak sekolah dinilai cukup baik dan efektif 

dalam mencegah terjadinya tawuran serta 



menciptakan lingkungan yang lebih aman 

bagi masyarakat. 

5. Emphaty  

Empati dalam pelayanan publik di 

Kepolisian Resor Tegal, ditemukan bahwa 

kemampuan polisi dalam memahami dan 

menangani keluhan masyarakat terkait 

tawuran di Kabupaten Tegal umumnya cukup 

baik. Masyarakat merasa bahwa polisi cepat 

tanggap dan mampu memberikan 

penanganan yang tepat terhadap keluhan 

yang disampaikan. Polisi menunjukkan 

pemahaman mendalam terhadap situasi dan 

berusaha memberikan solusi terbaik, 

meskipun menghadapi tantangan seperti 

banyaknya laporan yang harus ditangani 

secara bersamaan yang dapat mempengaruhi 

kecepatan dan efisiensi penanganan. Sikap 

ramah dan perhatian polisi terhadap korban 

tawuran dan keluarganya juga memainkan 

peran penting dalam proses pemulihan dan 

penegakan hukum. Polisi memastikan korban 

mendapatkan perawatan medis yang 

diperlukan, menjaga komunikasi yang baik 

dengan keluarga korban, dan memberikan 

dukungan emosional melalui konselor atau 

psikolog jika diperlukan. Mereka juga 

menjaga kerahasiaan data korban dan bekerja 

sama dengan lembaga sosial untuk 

memberikan bantuan tambahan. Orang tua 

dari pelaku tawuran mengapresiasi 

pendekatan polisi yang profesional dan 

humanis, yang fokus pada pembinaan dan 

pencegahan agar kejadian serupa tidak 

terulang di masa depan. 

Faktor-Faktor Pendukung dan 

Penghambat Kualitas Pelayanan 

Kepolisian Resor Tegal  dalam penanganan 

kasus tawuran di Kabupaten Tegal  

1. Faktor Kesadaran 

Kesadaran yang tinggi dari personel 

Kepolisian Resor Tegal tentang penanganan 

kasus tawuran melalui pelatihan yang 

terstruktur dan berkelanjutan sangat penting 

untuk efektivitas pelayanan publik. Pelatihan 

yang dilakukan secara rutin dan terencana 

membantu personel untuk tetap terupdate 

dengan teknik dan strategi terbaru dalam 

penanganan tawuran. Dengan pengetahuan 

yang mendalam dan keterampilan yang terus 

berkembang, personel akan dapat memberikan 

respons yang lebih cepat dan tepat terhadap 

kasus tawuran serta melakukan pencegahan 

yang lebih efektif. Upaya ini juga 

berkontribusi pada peningkatan keamanan dan 

ketertiban di lingkungan sekolah dan 

masyarakat, serta membangun kepercayaan 

publik terhadap kemampuan kepolisian dalam 

menangani masalah tawuran dengan baik. 

2. Faktor Sistem aturan/ Prosedur  

SOP dalam menangani tawuran pelajar sudah 

dirancang dengan jelas, termasuk langkah-

langkah mulai dari penanganan situasi di 

lokasi kejadian, koordinasi dengan pihak 



sekolah dan orang tua, hingga pencarian 

solusi bersama untuk mencegah kejadian 

serupa di masa depan. Kejelasan SOP juga 

memperbaiki koordinasi antara pihak-pihak 

terkait dan memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap penegakan hukum di 

lingkungan sekolah. Dengan demikian, SOP 

yang jelas dan mudah diikuti berkontribusi 

pada peningkatan responsivitas, efektivitas 

penanganan tawuran, dan keamanan di 

lingkungan sekolah.. 

3. Faktor Organisasi  

Faktor organisasi, termasuk struktur dan 

koordinasi, memainkan peran yang sangat 

penting dalam pelayanan publik. Struktur 

organisasi yang efektif dan koordinasi antar 

unit yang baik memastikan bahwa pelayanan 

publik dapat dilakukan dengan lebih 

terencana, terstruktur, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. Di Polres Tegal, 

struktur organisasi yang jelas dan koordinasi 

yang baik berkontribusi pada penanganan 

kasus tawuran pelajar secara efektif. Upaya 

untuk memperbaiki struktur organisasi dan 

koordinasi antar unit akan terus 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat dengan lebih baik dan 

membangun kepercayaan publik terhadap 

institusi kepolisian. 

4. Faktor Pendapatan 

Polres Tegal telah melakukan mekanisme 

kompensasi meliputi gaji yang sesuai dengan 

pangkat dan tugas, insentif tambahan untuk 

tugas berat atau operasi khusus, serta 

tunjangan keluarga dan kesehatan. Hal ini 

tidak hanya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan finansial personel, tetapi juga 

untuk memastikan mereka dapat bekerja 

dengan fokus dan tanpa gangguan dari 

masalah finansial atau kesehatan. Upaya ini 

menunjukkan bahwa Polres Tegal 

berkomitmen untuk memperhatikan 

kesejahteraan secara komprehensif. Selain 

aspek finansial, motivasi personel juga 

dipengaruhi oleh penghargaan dan pengakuan 

atas prestasi kerja. Polres Tegal menerapkan 

sistem penghargaan yang mencakup piagam, 

kenaikan pangkat, dan insentif tambahan 

untuk personel yang menunjukkan kinerja luar 

biasa. Dengan memberikan penghargaan dan 

insentif, personel merasa dihargai, yang pada 

gilirannya meningkatkan semangat kerja dan 

dedikasi mereka dalam menjalankan tugas. 

Motivasi yang tinggi berdampak langsung 

pada efektivitas pelayanan publik, 

memastikan bahwa setiap personel bekerja 

dengan semangat dan profesionalisme yang 

tinggi, sehingga kualitas pelayanan kepada 

masyarakat dapat terjaga secara optimal. 

5. Faktor Kemampuan & Keterampilan 

Frekuensi pelatihan yang memadai dan 

kualitas pelatihan yang tinggi berperan 



penting dalam meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik. Pelatihan yang rutin dan 

berkualitas membantu personel tidak hanya 

memperbarui keterampilan mereka tetapi 

juga memahami prosedur dan teknik 

penanganan kasus dengan lebih baik. Dengan 

adanya pelatihan yang sesuai, personel dapat 

beradaptasi dengan perubahan dan tantangan 

baru, sehingga mampu memberikan layanan 

yang lebih baik dan responsif kepada 

masyarakat. 

6. Faktor Sarana Pelayanan  

perhatian terhadap ketersediaan dan 

kelayakan sarana serta prasarana, serta 

pemeliharaan fasilitas operasional, adalah 

kunci untuk memastikan efektivitas 

pelayanan publik. Sarana yang memadai dan 

dalam kondisi baik memungkinkan personel 

untuk melaksanakan tugas mereka dengan 

lebih efisien, meningkatkan kualitas dan 

kecepatan layanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Pemeliharaan yang rutin dan 

berkala membantu menjaga semua fasilitas 

dalam kondisi optimal, mengurangi risiko 

gangguan teknis yang dapat mempengaruhi 

pelayanan. 

 Meskipun ada tantangan dalam hal 

sumber daya dan pemeliharaan fasilitas yang 

lebih tua, upaya untuk menjaga sarana dan 

prasarana dalam kondisi baik adalah bagian 

penting dari strategi peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Dengan melakukan 

pemeliharaan yang tepat dan memastikan 

sarana yang memadai, institusi dapat tetap 

memberikan pelayanan yang efektif dan 

responsif kepada masyarakat, memenuhi 

harapan dan kebutuhan mereka dengan lebih 

baik.. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dijabarkan, dapat diperoleh kesimpulan 

dari kualitas pelayanan Kepolisian Resor Tegal 

dalam penanganan kasus tawuran remaja di 

Kabupaten Tegal dianalisis menggunakan lima 

dimensi yaitu Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, Emphaty. Kemudian 

untuk faktor pendukung dan penghambat Kualitas 

Pelayanan Kepolisian Resor Tegal dalam 

Penanganan Kasus Tawuran Pelajar di Kabupaten 

Tegal dianalisis menggunakan enam dimensi 

yaitu faktor kesadaran, faktor sistem aturan/ 

prosedur, faktor organisasi, faktor pendapatan, 

faktor kemampuan & keterampilan, faktor sarana 

pelayanan. 

Kualitas Pelayanan Kepolisian Resor Tegal 

dalam Penanganan Kasus Tawuran Remaja di 

Kabupaten Tegal  

1. Tangibles (Kondisi Fisik)  

Kondisi fisik di Polres Tegal dinilai belum 

optimal, terbukti pada temuan penelitian pada 

usia kendaraan yang sudah lama dan 

seringnya pergantian personel yang 

bertanggung jawab menghambat 

pemeliharaan dan kondisi kendaraan. 



Sementara Polres Tegal belum melakukan 

upaya untuk mengatasi antrian pada jam 

ramai dan belum mengelola fasilitas patroli 

secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan 

pengelolaan fasilitas dan penyediaan solusi 

untuk mengurangi antrian sangat penting 

untuk memastikan kualitas pelayanan publik 

yang lebih baik dan respons cepat dalam 

situasi darurat. 

2. Reliability (Kehandalan) 

Polres Tegal menunjukkan tingkat 

kehandalan yang belum optimal dalam 

penanganan kasus tawuran. Hal tersebut 

terdapat kendala dalam pencegahan, seperti 

jarak tempuh dan akses lokasi yang sulit 

dijangkau di daerah terpencil. Meski 

demikian, Polres Tegal telah berupaya 

mengatasi masalah ini dengan 

mengoptimalkan penggunaan kendaraan 

patroli dan menempatkan personel di titik 

strategis untuk mempercepat waktu respons. 

3. Responsiveness. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang dijelaskan menunjukkan bahwa Polres 

Tegal secara umum memiliki kinerja yang 

cukup baik dalam memberikan bantuan dan 

menyelesaikan kasus tawuran. Namun, 

kendala seperti keterbatasan jumlah personel, 

peralatan, dan tantangan koordinasi kadang 

mempengaruhi kecepatan respons. Polres 

Tegal mengatasi kendala ini dengan pelatihan 

rutin dan pemeliharaan peralatan. 

Responsivitas yang baik dari kepolisian juga 

didukung oleh koordinasi yang efektif antara 

kepolisian dan masyarakat serta kesiapan 

infrastruktur dan personel. 

4. Assurance 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang dijelaskan menunjukkan bahwa Polres 

Tegal berupaya dalam menekankan 

pentingnya patroli rutin dan kerja sama antara 

polisi, sekolah, dan masyarakat dalam 

mencegah eskalasi konflik serta menciptakan 

lingkungan yang aman. Keberhasilan Polres 

Tegal dalam memberikan rasa aman dan 

meningkatkan kepercayaan publik melalui 

strategi ini menunjukkan efektivitas dimensi 

assurance dalam pelayanan publik. 

5. Empathy 

Dimensi empathy mengacu pada rasa 

kepedulian pihak Polres Tegal kepada korban 

pihak tawruan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan polisi di Polres Tegal 

dalam memahami dan menangani keluhan 

masyarakat terkait tawuran umumnya cukup 

baik. Polisi dinilai cepat tanggap, mampu 

memberikan penanganan yang tepat terhadap 

keluhan, dan menunjukkan sikap ramah serta 

perhatian terhadap korban tawuran dan 

keluarganya. Meskipun ada tantangan seperti 

banyaknya laporan yang harus ditangani, 

polisi berusaha memberikan solusi terbaik, 

menjaga komunikasi dengan keluarga korban, 

dan memberikan dukungan emosional jika 



diperlukan. Orang tua pelaku tawuran juga 

mengapresiasi pendekatan profesional dan 

humanis polisi yang fokus pada pembinaan 

dan pencegahan. 

Faktor Pendukung dan Penghambat Kualitas 

Pelayanan Kepolisian Resor Tegal dalam 

Penanganan Kasus Tawuran Pelajar di 

Kabupaten Tegal 

 

1. Faktor Kesadaran 

Secara keseluruhan, kesadaran yang tinggi 

dari personel Kepolisian Resor Tegal 

mengenai penanganan tawuran, didukung 

oleh pelatihan yang terstruktur dan 

berkelanjutan, sangat penting untuk 

meningkatkan keamanan, ketertiban, dan 

kepercayaan publik terhadap kemampuan 

kepolisian. Pelatihan yang dilakukan secara 

rutin membantu personel tetap terupdate 

dengan teknik dan strategi terbaru, 

meningkatkan responsivitas, dan memastikan 

penanganan kasus tawuran yang lebih efektif 

dan berkelanjutan. 

2. Faktor Sistem Aturan/ Prosedur 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dijabarkan, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa SOP dalam menangani 

tawuran pelajar sudah dirancang dengan 

jelas, termasuk langkah-langkah mulai dari 

penanganan situasi di lokasi kejadian, 

koordinasi dengan pihak sekolah dan orang 

tua, hingga pencarian solusi bersama untuk 

mencegah kejadian serupa di masa depan.. 

3. Faktor Organisasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dijabarkan, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa struktur organisasi 

dirancang untuk menangani berbagai masalah, 

termasuk tawuran pelajar, dengan membagi 

tugas di antara beberapa bagian seperti Satuan 

Reskrim untuk penanganan kasus, Intelkam 

untuk pengumpulan informasi dan 

pengawasan, Binmas untuk pembinaan 

masyarakat dan edukasi, serta Sabhara untuk 

patroli dan pencegahan. Serta koordinasi antar 

unit di kepolisian yang baik di tingkat Polres 

maupun Polsek, serta dengan SATKAMLING 

di tingkat desa. 

4. Faktor Pendapatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dijabarkan, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa kesejahteraan dan motivasi 

personel di Polres Tegal diatur secara 

komprehensif melalui berbagai mekanisme 

finansial dan non-finansial. Gaji dan insentif 

yang diterima personel disesuaikan dengan 

tingkat pangkat dan kompleksitas tugas yang 

diemban, menunjukkan adanya upaya untuk 

memberikan kompensasi yang adil dan sesuai 

dengan beban kerja. Tambahan insentif 

khusus untuk tugas-tugas berat atau operasi 

khusus mencerminkan penghargaan terhadap 

risiko dan tantangan yang dihadapi personel di 



lapangan. Selain itu, tunjangan tambahan 

seperti tunjangan keluarga dan kesehatan 

diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan personal secara keseluruhan, 

sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih 

fokus dan tanpa kekhawatiran mengenai 

aspek finansial atau kesehatan pribadi dan 

keluarga. 

5. Faktor Kemampuan & Keterampilan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dijabarkan, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa pelatihan rutin seperti 

teknik negosiasi, mediasi, dan simulasi 

konflik dilakukan untuk mempersiapkan 

personel menghadapi situasi nyata. 

Meskipun ada tantangan dalam konsistensi 

pelatihan karena keterbatasan waktu dan 

sumber daya, upaya berkelanjutan dilakukan 

untuk memastikan personel dapat menangani 

konflik dan tawuran pelajar dengan efektif. 

6. Faktor Sarana Pelayanan 

Secara keseluruhan Polres Tegal telah 

melakukan upaya yang baik dalam 

menyediakan dan merawat fasilitas 

operasional, meskipun ada tantangan terkait 

dengan usia kendaraan dan pemeliharaan 

rutin yang perlu diatasi untuk meningkatkan 

kualitas layanan lebih lanjut. 

 

 

 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai kualitas pelayanan Kepolisian Resor 

Tegal dalam menangani Kasus Tawuran Remaja 

di Kabupaten Tegal, peneliti memberikan 

rekomendasi untuk menjawab permasalahan 

penelitian yang telah dianalisis yakni dengan 

memperbaiki dimensi-dimensi yang masih belum 

maksimal. Rekomendasi tersebut sebagai berikut: 

1. Tangibles (Kenampakan Fisik) 

Evaluasi dan perbarui kendaraan operasional yang 

sudah tua secara bertahap. Prioritaskan 

penggantian atau pembaruan kendaraan yang 

sering digunakan dalam patroli dan penanganan 

kasus. 

2. Reliability (Kehandalan) 

Perbaiki infrastruktur di daerah terpencil untuk 

memudahkan akses dan meningkatkan respons 

dalam penanganan kasus. Misalnya, dengan 

mengembangkan kerja sama dengan pemerintah 

daerah untuk meningkatkan aksesibilitas. 

3. Faktor Kemampuan dan Keterampilan 

Tingkatkan keterampilan personel dengan 

simulasi dan latihan yang realistis 
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